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ABSTRAK

Pada skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif
kepada lembaga keuangan terdapat tahapan penilaian terhadap kekayaan intelektual. Pada penilaian
pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini masih adanya pemahaman yang belum jelas terhadap
penilai atau panel penilai dan perlindungan hukum yang belum jelas bagi pelaku ekonomi yang
menjaminan kekayaan intelektualnya pada lembaga keuangan. Jenis Penlitian yang digunakan dalam
penlitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian Penilai Kekayaan Intelektual
Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Lembaga Keuangan akan menjadi tugas terberat dilakukan oleh
pemerintah. Meskipun diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah untuk dapat menjadi obyek
perbankan agunan, pada kenyataannya tidak semua bank dapat menerima penggunaan pembiayaan
berbasis kekayaan intelektual kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan Kekayaan
Intelektual sebagai agunan muncul karena tidak adanya dukungan yuridis, baik berupa implementasi
regulasi terkait kekaayan intelektual sebagai agunan pinjaman bank yang diamanatkan oleh hukum.
Revisi mengenai Bank Indonesia Peraturan dalam menjadikan agunan sebagai dasar pinjaman bank
juga belum ada direvisi, bahkan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019
tentang Ekonomi Keratif. Ketidakjelasan konsep due diligence dalam menilai Kekayaan Intelektual
sebagai aset tidak berwujud belum diformalkan, mengingat terbatasnya jangka waktu perlindungan
kekayaan KI karena sifatnya dan juga risiko hukum yang dapat ditimbulkan oleh menggunakan KI
sebagai jaminan. Belum adanya lembaga khusus penilai kekayaan KI di Indonesia juga menjadi
kendala dalam menjalankan Intellectual Property Based kegiatan skema pembiayaan.

Kata Kunci: Penilai; Jaminan; Pembiayaan; dan Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

In the scheme financing based on intellectual Property which proposed by creative economy
practitioners to financial institution have assessment steps valuation of Intellectual Property. In form
of Intellectual Property based on financial situation there is unclear understanding towards evaluators
and legal protection for creative economy practitioners that shield Intellectual Property on financial
Institution. Assessment method used here is yuridisch normative and yuridisch empirical. The
assessment result Intellectual Property evaluators as collateral of debt in financial institution will turn
Iinto toughest task that used by the government. Even though it is stated in statutory provisions of
the object of bank guarantee, the fact not all bank accepts the used of Intellectual property financing.

Constraint or obstacle carrying out in Intellectual Property activities as collateral arises due to the
absence of yuridisch support, either in the form of regulatory implementation related to the
Intellectual Property as collateral the bank loans mandated by the law. The revision of bank Indonesia

regulation in making collateral basis on bank loans has not been revised, even after its enactment.

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 Concerning Regulations for
Implementing Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy. The unclear concept due
dilligince in valued Intellectual Property as intangible assests has not been formalized. The given of
limited period Intellectual Property protection due to the signature and the legal risk that posed by
the used of Intellectual Property as collateral. The absence of evaluation specific institution

Intellectual Property in Indonesia still be an obstacle in the right of Intellectual Property based
financing scheme activity.

Keywords: Assessment; Collateral; financing; and Intellectual Property.
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PENDAHULUAN

Pada saat ini kita telah memasuki era indsutri generasi ke empat, dimana
ciri di era ini semakin banyaknya teknologi-teknologi yang diciptakan. Semakin
cepatnya perubahan teknologi semakin pesat pula perkembangan masyarakatnya
dalam hal ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri merupakan suatu konsep
ekonomi baru dimana ide-ide, gagasan, kreatif dan inovasi sebagai suatu modal
utama untuk menggerakkan perekonomian. Sementara pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 pengertian ekonomi kreatif adalah perwujudan
nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia
yang berbasis warisan budaya, ilmu pengentahuan, dan teknologi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis
bagaimana peraturan terkait penilaian Kekayaan Intelektual Sebagai Objek
Jaminan Utang Pada Lembaga Keuangan. Tujuan lainnya adalah untuk memahami
dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang lisesni kekayaan intelektual
sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan serta wujud dari
perlidungan hukum itu sendiri terhadap pemegang lisensi kekayaan intelektual.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap
perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Jaminan terkait kekayaan
intelektual sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan serta
perlindungan hukumnya bagi pemegang lisesni kekayaan intelektual. Penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian lanjutan, baik sebagai
sumber data, maupun sebagai pembanding terhadap penelitian lain yang
berhubungan dengan Hukum Kekayaan Intelelektual dan Hukum Jaminan terkait
kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan serta
perlindungan hukumnya bagi pemegang lisesni kekayaan intelektual.

METODE
Spesifikasi Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami atau
menganalisis objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang
bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang dimana bertujuan untuk
mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara
menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah cara kerja ilmiah
untuk memahami dan memecahkan suatu masalah yang didasarkan metode
tertentu.
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Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan
(Library Research) dan wawancara, dianalisis dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip
umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam
kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya
dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk
memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data primer dan
skunder yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis maupun
lisan, kemudian dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.
Selanjutmya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggonakan metode
deskriptif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti,
kemudian akan diambil kesimpulan yang berkenaan dengan judul dan
permasalahan yang diteliti.

Jenis Data Penelitian

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat kepada
pihak-pihak yang bekepentingan.! Pada penelitian ini bahan hukum
primernya merupakan:

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;

¢) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis;

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
dan

f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang
Ekonomi Kreatif.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer,? bahannya seperti Naskah
Akademik atau pendapat ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
skunder.3 Pada Penelitian ini bahan hukum tersiernya adalah Kamus
Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier diperoleh
dari penelitian kepustakaan (Library Research) dan digunakan sebagai
bahan informasi penunjang yang diperoleh dari informan.

! Ibid, him. 84.

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 84.
8 Zainal Asikin dan Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) him. 32.
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b. Data Primer
Data primer dapat diperoleh dilapangan yang dijadikan data pendukung,
yang dilakukan dengan cara wawancara secara terstruktur dengan
responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat mendapatkan materi ialah di Polres
Tangerang Selatan yang beralamat di JI. Promoter No.1, Lengkong Gudang Tim.,
Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) yang berasal dari bahan hukum
primer dan skunder. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan
yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Pandangan dan doktrin untuk menunjang penelitian kepustakaan dan
memeriksa ulang terkait norma-norma yang ada di dalam masyarakat guna
mendapatkan data/informasi dalam menganalisis hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar.
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan
(Library Research) dan wawancara, dianalisis dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip
umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam
kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya
dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk
memperoleh gamabaran mengenai pola-pola yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penilaian Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan
Utang Pada Lembaga Keuangan

Menganai kekayaan intelektual sebagai jaminan pada lembaga keuangan
bank dan nonbank, yang dimana menimbulkan suatu pernyataan yang amat
fundamental yakni bagaimana pengaturan terkait penilaian kekayaan intelektual
sebagai objek jaminan pada lembaga keuangan bank dan nonbank. Pada bab ini
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akan mecoba menguraikan secara utuh utuh dan tuntas untuk menjawab
pertanyaan tersebut.

Ada beberapa pendekatan dalam menilai KI sebagai objek jaminan. Tiga
segi pendekatan telah dikemukakan oleh Shannon P.Pratt, Alina V. Naculit bahwa
mengklasifikasikan jenis penilaian KI sebagai objek jaminan. Pendekatan pertama
adalah dilakukan melalui pendekatan pasar. Pendekatan pasar menawarkan kerja
yang sistematis struktur untuk memperkirakan aset tidak berwujud berdasarkan
analisis transaksi aktual dan atau perizinan barang berwujud yang dipersamakan
dengan objeknya. Metode kedua adalah menggunakan pendekatan pendapatan.
Istilah pendekatan pendapatan mengacu pada pekerjaan yang sistematis struktur
untuk memperkirakan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan
nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi berasal dari penggunaan, perizinan,
atau peminjaman merek. Pendekatan ketiga didasarkan pada pendekatan biaya.
Terkandung di dalam pendekatan biaya, dapat dipahami bahwa pendekatan ini
memberikan penilaian yang tidak berwujud aset berdasarkan prinsip ekonomi
pengganti yang setara dengan jumlah anggaran yang telah dikeluarkan sebagai
sarana pengganti yang disamakan sebagai fungsi utilitas.

Mendasarkan konsep penilaian di atas, terkait penilaian KI sebagai objek
jaminan lebih mengarah pada pendekatan pendapatan, karena metode
pendapatan mengestimasi nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi
ekonomi pendapatan atau nilai sekarang dan nilai masa depan dengan melihat
laporan keuangan pada pemegang sertifikat KI di mana KI termasuk sebagai aset
tidak berwujud. Kekayaan intelektual sebagai bentuk aktiva tidak berwujud dari
suatu perusahaan diatur dalam PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud. Konsep
aset tidak berwujud sebagaimana dinyatakan dalam PSAK paragraph 8 No.19
tahun 2000 diakui sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan bagi perusahaan diharapkan menghasilkan
manfaat ekonomi pada masa depan. Menurut pernyataan PSAK No.19 tahun 2000,
aset tidak berwujud adalah non aset moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak
memiliki bentuk fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi atau
menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan
administratif. Kegiatan tak berwujud meleputi sains dan teknologi, desain dan
penerapan sistem atau proses baru, lisensi, kekayaan intelektual, pengetahuan
tentang pasar dan merek.

Menurut Scott J. Lesbon, kolateralisasi kekayaan intelektual hak telah
muncul dari pinggiran manajemen aset intelektual dan sekarang menjadi
pendorong utama keputusan komersial tentang bagaimana portofolio KI harus
dikembangkan. Karena formatnya yang tetap dan dapat diprediksi, hak hukum
seperti paten, desain tata letaksirkuit terpadu, rahasia dagang, merek, desain
industri dan hak cipta telah menarik sebagian besar perhatian sebagai cara untuk
mendapatkan jaminan untuk pinjaman tetapi jaminan tidak terbatas pada hak-hak
tersebut. Berdasarkan pada memikirkan Scott J. Lesbon, di mana KI duduk sebagai
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aset tidak berwujud bagi pemilik dan pemegang sertifikat KI, jika aset tersebut
untuk dijadikan agunan, maka harus dilakukan dalam penggarapan laporan
keuangan pemilik atau laporan arus kas yang meliputi aset tidak berwujud sebagai
sarana untuk mengetahui nilai asetnya, khususnya nilai intelektual hak milik. Selain
itu, pemanfaatan dan pengelolaan modal intelektual yang baik dapat membantu
meningkatkan kinerja, menghasilkan peningkatan nilai pasar ini sehingga menjadi
nilai tambah bagi pemiliki KI untuk akses kredit perbankan.

Memahami pengertian penggunaan hukum dan fungsi hukum itu pada
dasarnya penilaian terhadap makna negara hukum. Konsep hukum modern
mempunyai fungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
negara hukum. Konsep hukum dan perlindungan hukum akan menerapkan aturan
hukum. Dengan melihat pada fungsi peraturan perundang-undangan tentang
fidusia, diketahui bahwa peraturan di atas memiliki dwifungsi. Pertama, hukum
berusaha untuk menggambarkan dirinya sebagai sarana kontrol sosial, yaitu untuk
memantapkan perkembangan hukum dalam masyarakat yang selama ini
dipraktikkan yurisprudensi, namun di sisi lain juga berusaha mendorong
masyarakat, khususnya yang berkepentingan melakukan rekayasa sosial untuk
menjunjung tinggi kejujuran melalui tata cara pendaftaran jaminan fidusia.
Dengan demikian tidak hanya memprioritaskan transaksi pinjam meminjam
dengan proses yang dianggap sederhana, mudah dan cepat.

Untuk jaminan pinjaman, bentuk pengalihan kekayaan intelektual dapat
dilakukan penggunaan adalah perjanjian jaminan. Bentuk penjaminan yang paling
tepat digunakan dalam hal ini kasusnya adalah dengan menggunakan jaminan
fidusia. Jaminan fidusia sebagai jaminan yang diberikan dalam hal ini dengan
menggunakan jaminan fidusia. Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk
perjanjian agar pinjaman dapat diberikan, pemberi pinjaman harus dinyatakan
dalam perjanjian bahwa debitur harus mengalihkan barang-barang tertentu
sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian hubungan hukum antara
pemegang dan penanggung adalah suatu hubungan perjanjian, dimana kreditur
berhak menuntut pembagian jaminan dari debitur.

Dalam positif hukum Indonesia Mengenal dan mengakui adanya Kekayaan
Intelektual atau KI. Definisi KI adalah hak ekslusif yang diberikan kepada
seseorang atas suatu karya yang diciptakan melalui hasil kemampuan intelektual
dan olah fikir atau kreatifitas manusia yang dapat menghasilkan suatu produk
berupa yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Karya cipta yang
dihasilkan dari kreatifitas kemampauan intelektual manusia, yang memiliki nilai
dan berguna serta memiliki nilai ekonomi tersebutlah yang menjadi suatu objek
kekayaan intelektual.

Secara konseptual, jaminan fidusia adalah benda yang dijaminkan, setelah
benda yang dibebani fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Jadi jika
sebuah objek yang dibebani fidusia tidak terdaftar, maka hak penerima fidusia
yang timbul dari perjanjian itu bukan merupakan hak kebendaan, tetapi
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merupakan hak perseorangan hak milik atas benda yang dialihkan itu tetap dalam
persetujuan pemilik dari objek. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan
salah satu unsur jaminan kredit bank, yang lahir didahului dengan perjanjian kredit
bank. Konstruksi ini menunjukkan hal itu perjanjian jaminan fidusia memiliki aksesi
yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dengan pesatnya pertumbuhan kemajuan teknologi yang telah melahirkan
banyak kekayaan intelektual sebagai jaminan, yaitu kekayaan intelektual yang
timbul dari kemampuan sumber daya manusia. Kekayaan intelektual dapat berupa
bentuk karya dalam bidang seni, sastra, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi
yang ada lahir dari kreativitas seseorang yang membuat karya menjadi bernilai.

Penafsiran menurut analogi dalam hukum perdata sering digunakan karena
sifatnya alami, yang umumnya hanya mengatur dan tidak memaksa. Menafsirkan
intelektual hak milik sebagai objek jaminan fidusia, karena KI merupakan benda
bergerak yang berwujud obyek. Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi analogi,
KI dapat diingat sebagai bagian dari hukum materi, yaitu barang tak bergerak yang
tidak berwujud memiliki nilai yang dapat dialihkan karena perjanjian. Kekayaan
intelektual masuk ke dalam ranah objek hukum. Hukum benda adalah bagian dari
hukum perdata, asas-asasnya bersifat mutlak, bisa membela terhadap siapapun,
droit de suite artinya selalu mengikuti dimanapun berada, droit de preferensi
berarti hak lebih diutamakan dari pada pembayaran dari pada kreditur lain, bisa
dipindahkan. KI termasuk benda bergerak yang tidak bergerak, mempunyai nilai
yang cukup besar dalam lalu lintas perdagangan global, hal ini dimungkinkan
sebagai obyek jaminan fidusia.

Lembaga keuangan bank dan nonbank wajib memiliki keyakinan
berdasarkan analisis yang mendalam atau baik keyakinan dengan kemampuan
debitur untuk melunasi utangnya, sehingga bank-bank konservatif dapat
mengartikan bahwa kepastian pelunasan kredit disertai dengan agunan.
Kewajiban untuk mengikat benda sebagai jaminan atas fasilitas kredit dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian yang dimilikinya telah diatur dalam berbagai
peraturan perbankan di Indonesia yang bersumber dari penetapan pasal 29 UU
No.10 Tahun 1998, membuktikan bahwa pentingnya lembaga agunan dalam
memberikan kredit bank.

Sistem hukum jaminan fidusia dalam tulisan ini terkait dengan substansinya
hukum jaminan fidusia dan struktur hukumnya memungkinkan penggunaan KI
untuk mengakses kredit. Pertama, konsep jaminan fidusia berdasarkan pasal 1
angka 1 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau UUJF menjelaskan
tentang fidusia adalah perpindahan hak milik atas suatu benda berdasarkan
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tetap berada dalam penguasaan pemilik objek; sebagaimana dijelaskan dalam
pasal 1 (2) UUJF, jaminan fidusia adalah agunan hak atas benda bergerak baik
berwujud maupun tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi
fidusia, sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang
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diutamakan penerima fidusia atas kreditur lainnya; Pasal 1 angka 4 UUJF
menjelaskan bahwa obyek adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan
baik yang berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak
atau yang tidak dapat digadaikan Kedua, peningkatan beban. Dengan melihat pada
Pasal 4 UUJF yang menjelaskan, jaminan fidusia merupakan perjanjian tindak
lanjut dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi suatu pernyataan, pasal 5 (1) UUJF juga menjelaskan, bahwa
pemuatan benda dengan jaminan fidusia dilakukan dengan akta notaris di orang
Indonesia dan merupakan pemegang akta jaminan fidusia; Pasal 6 UUJF
memalsukan, yaitu akta fidusia memuat identitas pemberi dan penerima fidusia,
data tentang perjanjian pokok jaminan fidusia, uraian tentang objek yang menjadi
objeknya jaminan fidusia, nilai penjamin dan nilai benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia; Pasal 8, 9, dan Pasal 10 UUJF. Ketiga, fidusia jaminan
pendaftaran. Dilihat dari Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UUJF. Di dalam
pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa, “selisih yang dibebankan dengan jaminan
fidusia harus didaftarkan.” Juga dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa
“pendaftaran jaminan fidusia” dilakukan di kantor pendaftaran fidusia di kantor
provinsi"; Pasal 13 - Pasal 18 UUJF. Lanjutan Keempat, UUJF pengalihan jaminan
fidusia yang terletak pada pasal 19-21 UUJF, dan kelima, eksekusi jaminan fidusia:
pasal 29 s/d pasal 34 UUJF

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat membuat peraturan
Menteri hukum dan hak asasi manusia perihal bagaimana menentukan penilaian
kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada lembaga keuangan bank dan
nonbank.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Kekayaan Intelektual
Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Lembaga Keuangan

Perlindungan hukum dalam perjanjian jaminan terhadap masing masing
pihak baik kreditur dan debitur memiliki masing-masing kententuan dengan
ketentuan Hukum ataupun Undang-Undang yang berlaku. Pada ketentuan
perlindungan hukum terhadap debitur, secara umum debitur sendiri dalam
perjanjian kredit atau pinjam meminjam dana bank, debitur adalah konsumen dari
kreditur, oleh karena itu debitur dilindungi haknya oleh Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Dengan begitu, Adanya perlindungan hukum yang mengatur terhadap
debitur selaku konsumen khususnya pada perjanjian kredit kepada kreditur
menjadi hal yang sangat diperlukan, Karena mengingat faktanya bahwa
kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang.* Pada faktanya banyak
dari ketentuan hukum yang hanya mengatur perlindungan hukum kepada kreditur
contohnya seperti pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

4 Marhais Abdul Miru, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2004), him. 6
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Tanggungan yang mengatur perlindungan kepada kreditur secara rinci dan
mempunyai hak mendahului kreditur pada jaminan Hak Tanggungan ketimbang
dengan kreditur-kreditur lainnya, sedangkan ditemukan sedikit perlindungan yang
diberikan kepada debitur selain menerima hak dan melaksanakan kewajibannya
sebagai debitur. Pada perlindungan debitur dalam hal ini yaitu kepentingan
konsumen, yang dalam hal ini adalah sebagai nasabah, secara rinci termuat dalam
Revolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam sidang umum PBB ke-106 yang
digelar pada tanggal 9 April 1985 tersebut, disebutkan secara tegas bahwa hak-
hak konsumen yang dimaksud yaitu:

1. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan
dan keamanannya;

2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;

3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan
mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan
kehendak dan kebutuhan pribadi;

4. Pendidikan konsumen;

Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikannya
kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan
konsumen.

U

Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu
antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. hak untuk derlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;
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9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa
perlindungan kepada debitur terletak pada hak-haknya sebagai konsumen,
terutama kepentingan hukumnya, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi
masyarakat Indonesia sebagai konsumen.

Hak debitur sendiri secara umum adalah menerima sejumlah uang yang
dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Dikarenakan seorang debitur
merupakan yang mempunyai hutang, maka yang wajib yaitu pembayaran lunas
dengan hutang daei kreditur. Memiliki kewajiban dalam jaminan dan penjaminan
hutangnya dari pihak kreditur.”

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwa memang tidak
dijelaskan secara rinci dan jelas tentang perlindungan terhadap debitur namun
debitur memiliki hak-hak yang dilindungi yaitu oleh Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Dalam prakteknya pemberian kredit perbankan pemberian penjaminan
dengan kredit penjaminan pemberian potensi dengan kedudukan pengalaman
kredit macet bagi Bank, dan kerugian dari kedudukan tersebut mengingat dari
penurutapan kredit terkati.®

Jaminan kebendaan merupakan penjaminan dengan hak yang mutlak,
benda dan korelasi hubungan yang langsung, pemindahtanganan dan
pengalihannya pada pihak lain, jaminan perorangan dengan yang muncul dalam
korelasi pertahanan yang umum.”

Khusus jaminan benda tidak bergerak terkait dengan minat bank dengan
pembuktian yang memiliki dari sertipikatnya dengan kemudahan pembuktian hak,
dengan menurut Liliawati, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
1996 dengan pengaturan hak tanggungan beda dan yang terkait dengan keperluan
masyarakatnya.® Secara yuridis, fungsi jaminan merupakan pemberian kepastian
hukum, melunasi hutang dari apa yang diperjanjikan dengan kepastian
realisasinya, dengan penjaminan dan kelembagaan jaminan dari hukum Indonesia.

KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual menjadi tugas terberat
dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Khususnya
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun diatur dalam ketentuan

5 Sunarmi, Hukum Kepailitan,Edisi 2, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2010), HIm. 66.

® Ibid

" Sri Soedawi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan
Perorangan,Cetakan ke-3, (Yogyakarta : Liberty Offset, 2003) him. 46-47

8 Eugema Liliawati Mulyono, Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam
Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan, (Jakarta : Harvarindo, 2003), him. 1
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peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadi obyek perbankan
agunan, pada kenyataannya lembaga keuangan belum dapat menerima
penggunaan pembiayaan berbasis KI kendala atau hambatan dalam
melakukan kegiatan Kekayaan Intelektual sebagai agunan muncul karena
tidak adanya dukungan yuridis, baik berupa implementasi regulasi terkait
KI sebagai agunan pinjaman bank yang diamanatkan oleh peraturan.
Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang menyatakan KI dapat
dijaminan, mengingat terbatasnya jangka waktu perlindungan kekayaan KI
karena sifatnya dan juga risiko hukum yang dapat ditimbulkan oleh
menggunakan KI sebagai jaminan. Belum adanya lembaga khusus penilai
kekayaan KI di Indonesia juga menjadi kendala dalam menjalankan
Intellectual Property Based kegiatan skema pembiayaan.

2. Pada penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan terkait upaya-upaya
perlindungan hukum bagi debitur (pemilik kekayaan intelektual) dan
kreditur (lembaga keuangan bank dan nonbank) sangatlah luas yang sudah
diatur pada peraturan terkait seperti adanya aturan hukum mengenai
pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit
bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi
semua pihak dalam memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai jaminan
kredit, namun sebaiknya pada perjanjian penjaminan berbasis kekayaan
intelektual sudah dituangkan terkait upaya-upaya hukum yang dapat
dilakukan apabila terjadi wanprestasi anatara kedua belah pihak hingga
tidak menimbulkan kerugian baik debitur maupun kreditur itu sendiri.

SARAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi Keratif telah memberikan harapan kepada pelaku industri kreatif
dengan memanfaatkan pemanfaatannya KI sebagai jaminan, tetapi
realisasinya dalam melakukan kegiatan tersebut akan sulit diterapkan.
Perlu segera ditetapkan secara ketat dan terperinci peraturan pelaksanaan
terkait KI sebagai objek penjaminan kredit bank oleh bank Indonesia dan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat membuat
peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia perihal bagaimana
menentukan penilaian kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada
lembaga keuangan.

2. Para pihak dalam perjanjian dapat menyelesaikan hak dan kewajiban
masing-masing sehingga tidak melakukan wanprestasi yang merugikan
orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat membuat revisi
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terkati tugasnya dengan menambahkan tugas pengawasan bagi kekayaan
intelektual yang sudah dijaminkan pada lembaga keuangan bank dan
nonbank.
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